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PERATURAN BUPATI PONTIANAK
NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG

BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN (UP), PENGISIAN KEMBALI
UANG PERSEDIAAN (GU) DAN BATAS PENARIKAN TAMBAHAN UANG
PERSEDIAAN (TU) SERTA MEKANISME PEMBAYARAN ATAS BEBAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat

. a,

BUPATI PONTIANAK,

bahwa dalam rangka mengimplementasikan Pasal 201
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah- beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri 21 Tahun 2011, dipandang perlu menetapkan Batas
Jumlah Uang Persediaan (UP), Pengisian kembali Uang
Persediaan (GU) dan batas penarikan tambahan uang
persediaan (TU) serta Mekanisme pembayaran atas beban
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Pontianak Tahun Anggaran 2013:

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pontianak;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat Il di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352)
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1820);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400)

.
]



10.

11.

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 128,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang — Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang — undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234):

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4576):

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 20086 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah. Penganggaran
dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang
Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta
Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan
Dana Operasional;

Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 01 Tahun 2003
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Tahun 2003 Nomor 01 Seri E Nomor 01) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak
Nomor 04 Tahun 2004 (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor
49 Seri A Nomor 14);

Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 1 Tahun 2010
tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat
Daerah Kabupaten Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2010
Nomor 1 );



15, Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 11 Tahun 2012
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Pontianak Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Tahun
2012 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PONTIANAK TENTANG BATAS

JUMLAH UANG PERSEDIAAN (UP), PENGISIAN KEMBAL]
UANG PERSEDIAAN (GU) DAN BATAS PENARIKAN
TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TU) SERTA MEKANISME
PEMBAYARAN ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2013

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.

2.

Daerah adalah Daerah Kabupaten Pontianak:

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
Penyelenggara Pemerintah Daerah;

Bupati adalah Bupati Pontianak:

Uang Persediaan (UP) adalah Uang muka kerja yang bersifat pengisian
kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung;

Ganti Uang Persediaan (GU) adalah Pengganti uang persediaan yang tidak
dapat dilakukan dengan pembayaran langsung;

Tambahan Uang Persediaan (TU) adalah Tambahan uang persediaan guna
melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat
digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan;

Pembayaran Langsung (LS) adalah Pembayaran langsung kepada pihak
ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan
pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu
pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK,



Pasal 2

Sistem Pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Pontianak meliputi :

a. Uang Persediaan (UP);

b. Ganti Uang Persediaan (GU);

. Tambahan Uang Persediaan (TU):

d. Pembayaran Langsung (LS).

BAB Il
JUMLAH UANG PERSEDIAAN (UP)

Pasal 3

(1) Pemerintah Kabupaten Pontianak menetapkan Batas Jumlah Uang Persediaan
(UP) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Pontianak Tahun Anggaran 2013

(2) Jumlah Uang Persediaan (UP) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Pontianak Tahun Anggaran 2013
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari
Peraturan ini

Pasal 4

Pengisian kembali uang persediaan atau ganti uang persediaan (GU) dapat
diberikan apabila Uang Persediaan telah terserap sekurang-kurangnya 75 % dari
jumlah yang ditetapkan. ‘

Pasal 5

(1) Besaran tambahan uang persediaan (TU) dapat diberikan setinggi-tingginya
sama dengan jumlah uang persediaan yang ditetapkan untuk masing-masing
SKPD;

(2) Apabila kebutuhan tambahan uang persediaan (TU) melebihi jumlah yang
ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dengan persetujuan
tertulis Sekretaris Daerah selaku Koordinator pengelolaan keuangan.
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BAB Il
PENUTUP

Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengu
Bupati ini defig

angan Peraturan
ampenempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pontianak.

Diundangkan di|Me
pada tanggal. &l

SENRETARIS DAGRAH-

Ditetapkan df
'5 .

Mempawah
" pada tanggal
PPATEN PONTIANAK

~t= 2013
BUPATI HONTIANAK,
GUST! Rak

BERITA DAERAH KABUP
TAHUN .20

RIA N
TEN PONTIANAK

ORSAN
..... NOMOR




LAMPIRANT  PERATURAN BUPATI PONTIANAK
NOMOR ;% TAHUN 2013

TANGGAL 2 -1~ 7010%

TENTANG ~ BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN (UP), PENGISIAN KEMBALI UANG PERSEDIAAN {GU)
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANA

DAN BATAS PENARIKAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TU)
K TAHUN ANGGARAN 2013

BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN (UP) PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2013

SERTA MEKANISME PEMBAYARAN ATAS BEBAN ANGGARAN

Halaman : 1
GU
o UNIT KERUA TS| T e | iaieaie | TaKSIa BELAA YANS | PAGU UP OEFIIT TauN
1 2 3 4 ) 6 7
1 |DINAS PENDIDIKAN ,PEMUDA DAN OLAHRAGA Rp _  198,179,218,628.00 | Rp 164,245,419,592.00 | Rp 33,933,799,036.00 | Rp 4,978,370,800.00 | Rp 500,000,000.00
2 |[KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH Rp 2,987,167,228.00 | Rp 1,854,916,128.00 | Rp 1,032,241,100.00 | Rp 698,401,100.00 [ Rp 70,000,000.00
3 |DINAS KESEHATAN Rp 35,242,637,746.00 | Rp 24,222,127,996.00 | Rp 11,020,509,750.00 | Rp 4,066,755,750.00 | Rp 300,000,000.00
4 |RSUD Dr. RUBINI Rp . 29,929,437,029.00 | Rp 18,432,865,829.00 | Rp 11,496,571,200.00 | Rp 1,541,900,300.00 | Rp 140,000,000.00
5 |DINAS PEKERJAAN UMUM Rp . 100,190,252,734.00 | Rp 6,494,241,821.00 | Rp 93,696,010,913.00 | Rp 3,850,599,300.00 | Rp 360,000,000.00
6 |BAPPEDA Rp . 8,330,547,855.00 | Rp 2,773,671,205.00 | Rp 5,556,876,650.00 | Rp 2,543,876,650.00 | Rp 200,000,000.00
7 |DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Rp . 8,388,961,510.00 | Rp 3,241,254,010.00 | Rp 5,147,707,500.00 | Rp 1,437,524,500.00 | Rp 150,000,000.00
8 |BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PENANGGULANGAN BENCANA Rp . 5,106,749,473.00 | Rp 2,113,823,873.00 | Rp 2,882,825,600.00 | Rp 815,288,600.00 | Rp 80,000,000.00
9 |DINAS KEPENDUDUKAN DAN CAPIL Rp - 2,644,655,755.00 | Rp 1,416,390,555.00 | Rp 1,228,265,200.00 | Rp 681,885,200.00 | Rp 70,000,000.00
10 |BADAN KB, PEMB. PEREMPUAN, PEMB. MASY. DAN PEMDES Rp - 6,758,903,158.00 | Rp 3,070,607,658.00 | Rp 3,688,295,500.00 | Rp 2,042,000,500.00 | Rp 190,000,000.00
11 |DINAS SOSIAL DAN NAKERTRANS Rp - 6,574,876,351.00 | Rp 2,982,432,051.00 | Rp 3,592,444,300.00 | Rp 1,244,124,300.00 | Rp 120,000,000.00
12 |SATPOL PP Rp , 3,788,787,458.00 | Rp 3,089,628,558.00 | Rp 699,158,900.00 | Rp 497,003,800.00 | Rp 50,000,000.00
13 |SEKRETARIAT DAERAH Rp - 41,106,390,343.00 | Rp 16,241,964,394.00 | Rp 24,864,425,949.00 | Rp 11,207,295,950.00 | Rp 1,000,000,000.00
14 |SEKRETARIAT DPRD Rp * 17,293,859,564.00 | Rp 2,426,942,564.00 | Rp 14,866,917,000.00 | Rp 11,863,917,000.00 | Rp 1,000,000,000.00
15 [DPPKAD Rp , 55,086,015,351.00 | Rp 49,767,948,001.00 | Rp 5,318,067,350.00 | Rp 3,882,577,250.00 | Rp 350,000,000.00
16 [BKD Rp , 10,624,802,215.00 | Rp 2,109,077,415.00 | Rp 8,515,824,800.00 | Rp 2,584,974,800.00 | Rp 230,000,000.00
17 |INPEKTORAT DAERAH Rp - 3,091,371,154.00 | Rp 1,892,468,054.00 | Rp 1,198,903,100.00 | Rp 1,164,863,100.00 | Rp 110,000,000.00
18 |KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU Rp 1,996,632,782.00 | Rp 1,268,478,732.00 | Rp 728,154,050.00 | Rp 538,604,050.00 [ Rp 50,000,000.00
19 |DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN Rp 16,631,979,843.00 | Rp 6,597,251,243.00 | Rp 10,034,728,600.00 | Rp 1,159,500,600.00 | Rp 110,000,000.00
20 |BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUH Rp 9,346,772,780.00 | Rp 7,802,555,230.00 | Rp 1,544,217,550.00 | Rp 1,358,592,550.00 | Rp 125,000,000.00
21 |DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN Rp 6,440,335,033.00 | Rp 2,389,387,733.00 | Rp 4,050,947,300.00 | Rp 1,086,569,300.00 | Rp 110,000,000.00
22 |DINAS PERINUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM, PERTAMBANGAN DAN ENERGI Rp : 6,808,733,493.00 | Rp 3,194,283,493.00 | Rp 3,614,450,000.00 | Rp 1,224,485,000.00 | Rp 130,000,000.00
JUMLAH Rp 5,445,000,000,00

.



Halaman : 2

TOTAL BELANJA TIDAK TOTAL BELANJA TAKSIRAN BELANJA YANG | PAGU UP DEFINITIF TAHUN
NO UNITKERJA TOTAL BELANJA LANGSUNG LANGSUNG DIBAYARKAN MELALU] UP ANGGARAN 2012
7 3 3 7 5 7 g
KECAMATAN
1 [KECAMATAN MEMPAWAH AILIR Rp 3,225,075,024.00 | Rp 2.601177,724.00 | Rp 623,897,300.00 | Rp __575,027,30000 | Rp 50,000,000.00
27 [KECAMATAN MEMPAWAH TIMUR Re 2,610,624,356.00 | Rp 2,050,752,656.00 | Fip 559,871,700.00 | Rp 499,081,700.00 | Rp 50,000,000.00
3 |KECAMATAN SUNGA! KUNYIT Ro 1,916,721,848.00 | Rp 1,346,197,198.00 | Rop 560,574,650.00 | Rp 27147465000 | Rp 50,000,000.00
4 |KECAMATAN SUNGA! PINYUH Re 2,50,512,335.00 | Rp 1,921,039,635.00 | Ro 584,472,700.00 | Rp 551,722,700.00 | Rp 50,000,000.00
5 |KECAMATAN ANJONGAN Rp 2,069,230,453.00 | Rp 1,670,629,403.00 | Rp 398,601,050.00 | Rp 348,181,050.00 | Rp 40,000,000.00
§ |KECAMATAN TOHO Rp 1,606,736,047.00 | Rp 1,139,.973,347.00 | Rp 468,762,700.00 | Rp 396,367,700.00 | Rp 40,000,000,00
7 |KECAMATAN SADANIANG Rp 1,227,948,426.00 | Rp 863,379,326.00 | Rp 364,568,100.00 | Rp 527,748,100.00 | Rp 40,000,000.00
§ |KECAMATAN SEGEDONG Re 1,607,587,414.00 | Rp 1,098,514,014.00 | Rp 508,073,400.00 | Rp 453,553,400.00 | Rp 50,000,000.00
9 |KECAMATAN SIANTAN Ro 1,046,281,425.00 | Rp 1,333,588,225.00 | Rp 512,693,200.00 | Rp 500,243,200.00 | Rp §0.000,000.00
JUMLAR Rp 440,000,000.00
KELURAHAN
1 [KELURARAN PULAU PEDALAMAN Rp 155,583,800.00 | Rp 60,000,000.00 | Rp 38,593,800.00 | Rp 80,953,800,00 | Rp 10,000,000.00
2 |KELURAHAN PASIR WANSALIM Re 196,302,400.00 | R 57,000,000.00 | Rp 139,302,400.00 | Rp 75,802,400.00 | Rp 10,000,000.00
3 |KELURAHAN TANJUNG Rp 201,745,400.00 | Rp 57,170,000.00 | Rp 144,575,400.00 | Rp 69,135,400.00 | Rp 10,000,000.00
4 |KELURAHAN TENGAH Rp 141,480,000.00 | Rp 48,800,000.00 | Rp 52,680,000.00 | Rp 73,600,000.00 | Rp 10,000,000.00
5 |KELURAHAN TERUSAN Ro 163,730,400.00 | Rp 55,300,000.00 | Rp 108,430,400.00 | Rp %,110,400.00 | Rp 10,000,000.00
6 |KELURAHAN SUNGAT PINYUR Rp 176,473,200.00 | Rp 58,800,000.00 | Rp 117,673,200.00 | Rp 17,673,200.00 | Rp 12,000,000.00
7 |KELURAHAN ANJUNGAN MELANCAR Rp 163,555,400.00 | Rp 52,800,000.00 | Rp 100,755,400.00 | Rp 83,755,400.00 | Rp 10,000,000,00
JUMLAH Rp 72,000,000.00
TOTAL Rp 5120000003

o

fiundangkan
pada langga
mmxmmgamo\

BERITA DAERAHAABUPATEN PONTIANAK
TAHUN ... 2843, NOMOR .. 2.

Ditetapkan fi Mempawah

Pada tanggpl 2 ~ ! —
BUPATI PONTIANAK,
RIA NORSAN

2013



